
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 51 TAHUN 2021 

TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, menjalankan 
fungsi dan tugas Penyelenggara Negara di pemerintahan 
Kota Surabaya secara sungguh-sungguh dan penuh 
tanggung jawab serta mewujudkan pemerintahan yang 
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka 
dipandang perlu Penyelenggara Negara di lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya yang memenuhi persyaratan 
dan kriteria wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara serta Surat Edaran Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
dan Pemberian Tanda Terima dalam Proses Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Penyelenggara
Negara, maka Pemerintah Kota Surabaya perlu
menindaklanjuti ketentuan peraturan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Peraturan
Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) Di lingkungan pemerintah Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 
 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6409); 

 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 
 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); 

 

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi; 
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10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020
Nomor 5);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Diklat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2018 Nomor 47).

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disebut
Badan adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota
Surabaya.

5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud,
termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai
dengan uang yang dimiliki oleh Penyelengara Negara
beserta Istri/Suami dan anak tanggungan Penyelenggara
Negara, baik atas nama Penyelenggara, Istri/Suami, Anak
tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan
selama Penyelengara Negara memangku jabatannya.

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan harta kekayaan
yang dimiliki Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya.

8. Wajib LHKPN adalah Pejabat pada Pemerintah Kota
Surabaya yang ditetapkan dengan peraturan ini untuk
menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disebut JPT
adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki JPT.

12. Jabatan Adminstrasi yang selanjutnya disebut JA adalah
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara
Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara
negara dan bebas dari praktik  Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

15. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang
melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk 
mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan 
Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan 
tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab 
berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara dan 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. 

BAB III 
WAJIB LHKPN 

Pasal 4 

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di 
Daerah adalah: 

a. Walikota;

b. Wakil Walikota;

c. Staf Ahli Walikota;

d. Sekretaris Daerah;

e. Asisten pada Sekretariat Daerah;

f. Inspektur;

g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

h. Para Kepala Badan;

i. Para Kepala Dinas;

j. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;

k. Kepala Satuan;

l. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;

m. Para  Camat; dan

n. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik  Indonesia.
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BAB III 
PENYAMPAIAN LHKPN 

Pasal 5 

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
wajib menyampaikan LHKPN pada saat: 

a. pengangkatan pada saat pertama kali menjabat atau
menduduki jabatan untuk pertama kalinya;

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun;

c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan
atau  promosi; dan/ atau

d. masih menjabat.

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b 
dan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling 
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan 
pertama/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa 
jabatan/pensiun. 

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas 
harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 
sampai dengan 31 Desember. 

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 
Maret tahun berikutnya. 

Pasal 6 

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara elektronik melalui 
aplikasi e-LHKPN. 

(2) Penyampaian LHKPN secara elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama;

b. jabatan;

c. instansi;

d. tempat dan tanggal lahir;

e. alamat;

f. identitas Istri/Suami dan anak (baik Anak Tanggungan
maupun bukan Anak Tanggungan);

g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan harta serta
pemanfaatan Harta Kekayaan;

h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
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i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda
tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan

j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

BAB IV 
TIM PENGELOLA LHKPN 

Pasal 7 

(1) Walikota dapat membentuk Tim pengelola LHKPN untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan wajib 
LHKPN dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN  

(2) Tim  Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam Keputusan Walikota. 

BAB V 
SANKSI 

Pasal 8 

Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
Pada tanggal 28 Juli 2021 

WALIKOTA SURABAYA 

ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di ............ 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 28 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 51 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Ira Tursilowati, SH.MH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 


